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ABSTRACT 
Labor law or what is currently known as labor law 

contains basic rules that protect the rights and obligations 

of workers such as the right to wages, the right to 

placement work, and the right to equal treatment. In the 

reform era, the implementation of laws and regulations 

has become more democratic, transparent and seeks to 

realize good governance by protecting human rights which 

have an impact on the Industrial Relations system in 

Indonesia. Labor unions are a means of industrial 

relations which are explicitly stated in Law no. 13 of 2003 

which is used as a means of struggle for workers to protect 

the rights and interests of workers. However, the many 

failures of trade unions in fighting for labor rights have 

resulted in the loss of the trust of workers who are fighting 

to get their rights back and lose confidence in freedom of 

expression. The struggle of the workers is caused by the 

inconsistency of regulations regarding the rights and 

obligations of workers which in reality makes many 

workers feel disadvantaged a reform of workers' rights is 

needed as contained in Law Number 13 of 2003 

concerning Manpower. The reform is intended not to 

undermine the rights of workers and continue to fulfill 

their obligations as workers. Writing this article aims to 

provide new relevance regarding the reform of labor 

rights contained in Law Number 13 of 2003 concerning 

employment. The writing of this work uses normative legal 

research and uses a statutory approach or Statute 

Approach. 
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ABSTRAK 

Hukum perburuhan atau yang saat ini disebut dengan 

hukum ketenagakerjaan di dalamnya memuat aturan pokok 

yang melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja seperti 

hak memperoleh upah, hak atas penempatan kerja, dan hak 

untuk mendapat perlakuan yang sama. Di era reformasi 

penyelenggaraan peraturan perundang-undangan menjadi 

lebih demokratis, transparan dan berupaya mewujudkan 

good governance dengan melindungi Hak Asasi Manusia 

yang berdampak pada sistem Hubungan Industri di 

Indonesia. Serikat Pekerja merupakan sarana hubungan 

industri yang secara eksplisit tercantum dalam UU No. 13 

tahun 2003 yang digunakan sebagai alat perjuangan para 

pekerja untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja. 

Namun, banyaknya kegagalan para serikat pekerja dalam 

memperjuangkan hak-hak asasi tenaga kerja membuat 

hilangnya kepercayaan para tenaga kerja yang berjuang 

memperebutkan kembali hak mereka serta kehilangan 

kepercayaan dalam kebebasan menyuarakan pendapat. 

Perjuangan para pekerja tersebut disebabkan tidak 

sejalannya peraturan mengenai hak dan kewajiban pekerja 

yang dalam realitanya membuat banyak pekerja merasa 

dirugikan, diperlukan sebuah pembaruan hak-hak pekerja 

yang terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Pembaruan tersebut dimaksudkan tidak 

melemahkan hak para pekerja dan tetap memenuhi 

kewajiban sebagaimana mestinya sebagai tenaga kerja. 

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan relevansi 

baru mengenai reformasi hak-hak tenaga kerja yang 

terdapat pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Penulisan karya ini menggunakan jenis 

penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan atau Statute Approach. 

Keywords: Reformasi, Ketenagakerjaan, Hak Pekerja 

PENDAHULUAN 

Sebagai negara hukum, sudah selayaknya Indonesia 

memiliki pedoman dan landasan pada regulasi atas setiap 

kegiatan atau aktivitasnya agar berjalan adil, pasti, dan 

setara demi melindungi kehidupan banyak individu 

sebagai anggota masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam 

berbagai bidang, termasuk dalam usaha individu untuk 

bekerja yang didukung dalam UUD Negara Republik 

Indonesia Pasal 28 D ayat (2) yaitu “Setiap orang berhak 

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 

adil dan layak dalam hubungan kerja”. 

Individu yang melaksanakan suatu kegiatan tertentu serta 

menghasilkan produk barang atau jasa dalam rangka 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat secara 

umum dikategorikan sebagai pekerja. Manusia yang 

berperan sebagai pekerja dipandang sebagai alat produksi 

yang hanya dibutuhkan untuk kepentingan ekonomi 

semata (Charda, 2014). Merujuk pada tujuan melakukan 

pekerjaan merupakan hal yang dibutuhkan oleh banyak 

pihak, baik individu atau bahkan negara yang sesuai 

dengan peran dan kedudukan tenaga kerja dalam Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu sebagai pembangunan 

nasional yang penting.  

Posisi pekerja tidak akan diperlakukan atau bahkan 

dipandang sebagai “human” apabila tidak ada hukum yang 

mengaturnya. Oleh karena itu, perlu adanya dasar yang 

kokoh sebagai perlindungan kepada hak-hak tenaga kerja 

untuk menjaga dan menjamin kesetaraan, kesejahteraan, 

dan kemanusiaan setiap pekerja. Kebijakan mengenai hak 

pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 yang menjadi dasar atas hukum 
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ketenagakerjaan di Indonesia. Mengembalikan pandangan 

perusahaan dan orang lain kepada para pekerja serta 

mencegah adanya dehumanisasi sesuai hak asasi manusia 

yang baru disadari kepentingannya dan dipatuhi secara 

meluas pada tahun 1948 (Charda, 2014; Kartini dkk, 

2022). 

Hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu yang 

bersifat positif tersebut merupakan pengembangan dari 

perjanjian internasional yaitu law making treaty atau suatu 

perjanjian universal yang mengharuskan setiap negara 

mematuhi dan mengikutinya (Shalihah, 2017). Atas 

kehadiran deklarasi universal HAM (Hak Asasi Manusia) 

pada tahun 1948 yang mendeklarasikan hak serikat pekerja 

sebagai salah satu hak asasi manusia (Kartini dkk, 2022). 

Pandangan terhadap hak asasi manusia yang dihubungkan 

kepada hukum ketanagakerjaan merujuk pada 

perlindungan kondisi dan posisi individu sebagai tenaga 

kerja yang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. 

Usaha pemenuhan hak-hak pekerja, umumnya banyak 

berhubungan antara tenaga kerja dengan pemilik usaha 

yang setiap aktivitasnya memiliki dasar hukum yang 

berlaku. Pemilik usaha yang dimaksud merujuk pada 

individu, persekutuan, dan badan hukum mandiri yang 

menjalankan perusahaan, baik miliknya atau pun bukan 

miliknya serta berada di dalam wilayah Indonesia atau 

yang mewakilinua. Ketentuan yang diberikan di luar 

peraturan undang-undang antara tenaga kerja dengan 

pemilik usaha dapat disepakati bersama melalui perjanjian 

kerja secara tertulis atau lisan tetapi tetap mengacu pada 

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai perjanjian 

kerja. Kebijakan ini juga mendukung bahwa kedudukan 

antara pekerja dan pemilik usaha merupakan pihak yang 

setara, sehingga setiap kesepakatan memerlukan 

persetujuan antarpihak yang terlibat (Khoe, 2013). Secara 

lebih rinci Shamad (dalam Shalihah, 2017), menyebutkan 

ada beberapa dasar hukum ketenagakerjaan antara lain: 

(1) Peraturan undang-undang 

(2) Kebiasan dan/atau adat 

(3) Keputusab pemerintah atau pejabat setempat 

(4) Traktat 

(5) Peraturan kerja pada internal perusahaan 

(6) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama 

Selain hubungan antara pekerja dengan pemilik usaha, 

terdapat juga hubungan antarpekerja yang disatukan dalam 

wadah atau disebut juga sebagai serikat pekerja. Sesuai 

penelitian yang dilakukan oleh Kartini dkk (2022), 

menyebutkan bahwa negara secara transparan mengakui 

keberadaan serikat pekerja serta melindungi dan menjamin 

keberadaannya sebagai salah satu hak asasi manusia 

internasional dalam konstitusi nasional. Namun kebijakan 

yang ditetapkan dalam konstitusi nasional tidak beriringan 

sesuai dengan implementasi hukum ketenagakerjaan yang 

ada karena ruang lingkupnya sangat luas, kompleks, dan 

multidimensional (Shalihah, 2017). Oleh karena itu, dalam 

hal ini perlu adanya pembaruan atau reformasi hukum 

ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

untuk memastikan keberlangsungan, kepastian, keadilan, 

dan kesesuaian antara hak serta kewajiban tenaga kerja.  

KAJIAN LITERATUR 

Hukum ketenagakerjaan sebagai dasar kebijakan untuk 

kegiatan ekonomi dibuat untuk melindungi pekerja, 

khsusnya dari perusahaan yang bersikap sewenang-

wenang agar tercapai keadilan sosial yang merata (Charda, 

2014). Sayangnya, terdapat cukup banyak celah yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan 

perusahaan atau pribadi dengan mengorbankan pekerja. 

Pada beberapa penelitian terkait hukum ketenagakerjaan, 

diperoleh banyak bentuk keeksisannya dalam dunia kerja.  

Kelebihan sekaligus kekurangan akan selalu ada dalam 

sebuah penelitian, bahkan perbedaan antarpenelitian dalam 

satu topik yang hampir serupa juga ada. Kajian literatur 

berperan sebagai acuan untuk penelitian yang berfungsi 

sebagai menambahkan atau mengkritisi penelitian 

sebelumnya serta menemukan informasi baru. Penelitian 

ini menggunakan beberapa penelitian yang berhubungan 

dengan topik yang diangkat yaitu eksistensi dan reformasi 

hukum ketenagakerjaan dalam hak asasi manusia. 

Pada salah satu kasus yang diangkat dalam penelitian 

Khoe (2013), mengungkapkan bahwa ada sistem 

perusahaan yang memberikan perjanjian kerja atas upah 

setelah pekerja memberikan tenaganya. Selain itu, juga 

dicantumkan perjanjian kerja tidak tertulis yang 

mengharuskan pekerja untuk melakukan pekerjaan dalam 

waktu tidak tertentu. Pekerja menganggap hal ini 

merugikan karena kontrak yang memaksa, upah di bawah 

minimum, dan ancaman pengunduran diri apabila tidak 

segera menandatangani kontrak baru yang berisi pekerjaan 

waktu tidak tertentu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Shalihah (2017), 

mengungkapkan bahwa hukum ketenagakerjaan 

merupakan perwujudan penting atas perlindungan hak 

asasi manusia yang mencerminkan kebutuhan hukum 

masyarakat. Keberadaan hukum juga dipengaruhi oleh 

budaya hukum, khususnya ketika menjalankannya yang 

dipengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Pekerja dan 

pemilik perusahaan sebagai bagian dari masyarakat juga 

perlu memandang penting dan memahami hukum agar 

dapat dijalankan, dipatuhi, serta dihadirkan pada setiap 

aspek kehidupan. 

Menurut Charda (2014) mengusulkan sistem 

ketenagakerjaan perlu adanya reformasi yang semula 

melihat tenaga kerja sebagai alat produksi, kemudian 

siubah sebagai manusia yang hidup atas harkat dan 

martabatnya dalam satu kesatuan yang utuh. Reformasi 

hukum ketenagakerjaan dibutuhkan agar mampu 

melindungi publik sekaligus privat perseorangan yang 

setara dan menjaga masa depan dalam 

menginterpretasikan ketenagakerjaan dalam pembangunan 

nasional. 

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Charda (2015), 

menemukan adanya inkonsistensi pada Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 yang dapat menyebabkan celah bagi 

keadilan dan perbedaan pemahaman yang berbeda dalam 

masyarakat. Misalnya pada perjanjian pekerjaan antara 

pekerja dengan perusahaan telah diatur dalam Undang-

Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 52 berupa adanya 

pekerjaan yang dijanjikan dan disepakati, tetapi pada pasal 

1320 KUH perdata dituliskan dengan kalimat “suatu hal 

tertentu”. Sementara itu, pada Undang-Undang nomor 13 

tahun 2003 pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa objek 

perjanjian kerja meliputi syarat kerja, kewajiban, dan hak 

pada pekerja atau pemilik perusahaan. Berbeda dengan itu, 

pasal 50 sampai 66 ikut menerangkan bahwa objek 

perjanjian kerja meliputi pekerjaan, upah, dan perintah. 



Perihal pasal-pasal yang bersifat umum, perlu adanya 

perbaikan dalam segi tata bahasa agar dapat dipahami dan 

tidak menjadi pisau yang bermata dua sehingga 

menyebabkan inkonsistensi. 

METODE PENELITIAN 

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum 

yuridis normative. Untuk mendapatkan data dalam 

penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa 

pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute 

approach).  Asal data dari penelitian ini bersumber dari 

bahan primer atau bahan utama dari peraturan 

perundangan beserta dokumen hukum yang mendukung 

penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari 

buku-buku dan hasil kajian ilmiah berkaitan, serta bahan 

hukum tersier lainnya (informasi tambahan dari kamus, 

monograf, brosur, dll). Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu penulis 

mencoba mengamati permasalahan yang ada, dan mencoba 

menjawab persoalan-persoalan yang ada serta untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Teknik analisis data 

yang digunakan penulis pada metode penelitian ini yaitu 

analisis data kualitatif yang memiliki empat tahap yaitu 

mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan 

terakhir menarik kesimpulan serta verifikasi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja 

dalam Rezim Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia 

Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala 

tindakan dengan berlandaskan hukum positif, termasuk 

dengan pengaturan Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan 

sendiri diatur dalam UU No 13 Tahun 2013. Asas 

pembangunan nasional yang dikenal dalam 

ketenagakerjaan terutama asas adil, asas merata, dan asas 

demokrasi Pancasila dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan diantarannya: 

a. Pendayagunaan dan Pemberdayaan tenaga kerja 

dilakukan secara manusiawi dan optimal; 

b. Menyediakan pekerja yang berkompetensi 

disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan 

pembangunan nasional dan pembangunan daerah 

dalam hal pemerataan kesempatan kerja; 

c. dan, agar tenaga kerja dan keluarga terlindungi 

maka kesejahteraannya ditingkatkan. 

 

Seriringnya pertumbuhan dan perkembangan aspek 

industri di Indonesia, berdampak pada kebijakan 

Ketenagakerjaan. Hal ini melahirkan suatu kebijakan 

dalam memberikan hak-hak pekerja yaitu Jaminan Sosial 

yang dimulai pada tahun 1992 dengan diaturnya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja yang penyelenggaraannya didasarkan pada 

PP No 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja 

dilaksanakan oleh PT Jamsostek (Persero). Program 

Jamsostek sendiri memberikan perlindungan dasar bagi 

pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan keluarganya 

dengan memberikan program jaminan kecelakaan kerja, 

program jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan 

pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan bagi tenaga 

kerja. Program-program tersebut diperuntukan bagi tenaga 

kerja formal yang bekerja pada pemberi kerja, sehingga 

pendaftaran hanya dapat dilakukan oleh pemberi kerja, 

padahal tenaga kerja dalam sektor informal jauh lebih 

besar dibanding tenaga kerja dalam sektor formal. Oleh 

karena itu dibentuk Undang-undang baru yaitu UU BPJS 

yang mencabut UU No 3 Tahun 1992 yang sama-sama 

mengantur jaminan sosial bagi tenaga kerja, tetapi pada 

dasar berbeda.  

 

Dalam UU BPJS sendiri yang diketahui membentuk badan 

hukum yaitu BPJS, BPJS hadir dalam rangka memperkuat 

pola pemberian jaminan kesehatan baik bagi pekerja 

formal maupun informal dalam kaitan ini, setiap peserta 

BPJS berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan 

yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup 

pelayanan promotif, pereventif, kuratif, dan rehabilitatif 

termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis yang 

diperlukan. BPJS memberikan mekanisme yang dapat 

meningkatkan keterjangkauan peserta pekerja terhadap 

fasyankes. 

 

Namun disatu sisi, Formulasi perhitungan upah minimum 

upah pekerja, Outsourching, dan Pesangon dalam 

peraturan baru dalam rezim hukum ketenagakerjaan 

melalui UU Cipta Kerja. Dalam hal Formulasi perhitungan 

upah minimum upah pekerja yang diatur dalam pasal 88 

huruf (d) UU Cipta Kerja dihitung dengan variabel 

pertumbuhan ekonomi oleh Gubernur yang bersangkutan 

yang menjadi eksekutor penetapan upah minimum; dalam 

hal Outsourching Batasan pekerjaan outsourcing tidak ada, 

sehingga menghapus harapan seseorang untuk menjadi 

pekerja tetap di perusahaan; dan terakhir pesangon dalam 

UU Cipta Kerja dihapus.  

 

PERMASALAHAN DALAM HUBUNGAN 

KETENAGAKERJAAN BESERTA SOLUSINYA 

Perlindungan hukum bagi pekerja diusahakan menjadi 

prioritas utama dalam hubungan ketenagakerjaan, namun 

berbagai permasalahan seringkali muncul, permasalahan 

tersebut antara lain : 

 

1. Regulasi, berbagai peraturan yang diperuntukkan untuk 

para pekerja seharusnya lebih memihak hak-hak pekerja 

dengan tetap menyeimbangkan hak pemberi kerja. Namun, 

dalam penerapan berbagai peraturan hak-hak pekerja 

seringkali didapati celah-celah yang dapat menimbulkan 

kerugian atau pelanggaran kepada para pekerja. Pekerja 

seringkali mendapat perlakuan yang menyimpang dari apa 

yang diupayakan dalam hak asasi manusia. Para pekerja 

biasanya harus patu dan taat terhadap peraturan meski 

peraturan tersebut merugikannya, hal ini dikarenakan para 

pekerja merasa bahwa dirinya adalah pihak yang lemah 

jika dibandingakan dengan para pemberi kerja. 

 

2. Budaya di dalam perusahaan, penerapan budaya para 

pekerja di perusahaan juga terdapat yang melanggar hak-

hak para pekerja atau pemberi kerja. Masih banyak 

kurangnya kesadaran yang dimiliki para pekerja dan 

pemberi kerja dalam menjalankan hubungan kerja, banyak 

dari mereka yang tidak saling menghormati kepentingan 

satu sama lain dan mengutamakan apa yang ia butuhkan. 

Contohnya, banyak di perusahaan yang tidak 

melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan lebih 

menuntut hak-hak yang mereka miliki. Begitu pula dengan 

pemberi kerja, terkadang banyak yang menuntut kewajiban 

para pekerja hingga melebihi standar kemampuan para 

pekerja dan tidak memenuhi hak yang dimiliki para 

pekerjanya. Salah satu perusahaan yang melakukan 

pelanggaran adalah PT. Tolutug Marindo Pratama (PT 



TMP). PT Tolutug Marindo Pratama (PT TMP) yang 

merupakan perusahaan pengolahan ikan di kecamatab 

Volaang telah melakukan pelanggaran yang bertentangan 

dengan Undang-undang ketenagakerjaan. Perusahaan ini 

melakukan 3 pelanggaran yaitu tidak memiliki peraturan 

perusahaan, kemudian tidak menerapkan upah minimum 

provinsi (UMP) kepada karyawan dan tidak mendaftarkan 

karyawan ke program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja).  

Pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut telah 

melanggar beberapa pasal dalam Undang-undang 

ketenagakerjaan yaitu yang pertama mengenai peraturan 

perusahaan telah melanggar pasal 108 ayat (1) yang telah 

menyatakan pengusaha yang memiliki minimal 10 orang 

pekerja wajib memiliki peraturan perusahaan yang 

disahkan menteri atau pejabat terkait. Kemudian, 

mengenai pelanggaran kedua dan ketiga yaitu sistem 

pengupahan yang dibawah Upah Minimum Provinsi dan 

tidak mengikutsertakan karyawan dalam program 

Jamsostek tentu menjadi bentuk konkrit pelanggaran hak-

hak yang dilakukan perusahaan. 

3. Kedudukan pemberi kerja dan para pekerja, pemberi 

kerja dan para pekerja memiliki kedudukan yang sama tau 

yang seimbang. Namun, di dalam kenyataannya banyak 

pemberi kerja yang merasa lebih memiliki kedudukan 

yang kuat atau lebih tinggi dibandingkan dengan para 

pekerja. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberi 

kerja yang mengeksploitasi kemampuan para pekerja 

untuk bekerja diluar batas maksimalnya atau terkadang 

tidak memperhatikan hak-hak karyawannya karena merasa 

karyawan tersebut memiliki kedudukan yang lemah 

sehingga tidak bisa menuntut jika pemberi kerja 

memberikan tuntutan kewajiban melebihi yang 

semestinya.   

 

Tenaga kerja di Indonesia memiliki perbedaan mendasar 

pada pengupahan, hal ini berdasarkan pada beberapa 

variable diantaranya variabel ekonomi makro, investasi, 

inflasi, angkatan kerja, pengangguran dan pemerataan 

pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Perlunya 

pihak pemerintahan dalam membuat instrumen kebijakan. 

Ada beberapa peraturan dan keputusan menteri yang telah 

dikeluarkan diantaranya : Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum 

sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.226/MEN/2000 

tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8,Pasal 

11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor PER-01/MEN/1999,Keputusan Presiden Nomor 

107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan; Keputusan 

Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; Permenakertrans No,7 

Tahun 2013 Tentang Upah Minimum; Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

PengupahanPeraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) No 21/2016 tentang Aturan Hidup Layak 

yang mulai berlaku per Juli 2016,Permenaker No. 1 Tahun 

2017 Tentang Struktur dan Skala Upah, yang sekaligus 

menggantikan peraturan sebelumnya yang juga terkait 

pengupahan, yakni Kep.49/MEN/IV/2004 tentang 

Ketentuan Struktur dan Skala Upah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Dinamika ketenagakerjaan berjalan sesuai dengan demand 

dan supply dimana persoalan perubahan aturan lama atau 

aturan baru dapat berganti dan perlunya perangkat-

perangkat hukum yang sedapat mungkin mampu 

mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya atau paling tidak dapat meminimalisir konflik 

kepentingan. Melihat di lapangan bahwa ketentuan yang 

ada tentang Upah masih jauh dari kata sempurna yang 

termuat dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam hal ini 

banyaknya permasalahan yang sering muncul, terutama 

penetapan upah minimum berdasarkan PP No. 78 Tahun 

2015 dimana penetapan upah minimum tidak dilibatkan 

Serikat Pekerja padahal ini dipandang bertentangan 

dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Serikat 

Pekerja/Buruh.  Lalu dalam formula kenaikan upah 

bertentang dengan konstitusi hal ini berdasaarkan pada 

formula yang bertitik pangku pada inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan KHL atau 

Kebutuhan Hidup Layak tidak dapat disesuaikan. 

Namun, ada angin segera bagi para pemangku kepentingan 

dimana PP No. 78 tahun 2015 telat dicabut digantikan 

dengan PP No.36 Tahun 2021 dengan mengakomodiri 

semua kepentingan-kepentingan hak pekerja dan 

mereduksi kewenangan kepala daerah dalam penetepan 

upah minimum pekerja. Dalam PP No. 36 Tahun 2021 

pada Pasal 33 yang menyebutkan bahwa dalam hasil 

perhitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih rendah 

dari nilai Upah minimum provinsi maka bupati/wali kota 

tidak dapat merekomendasikan nilai Upah minimum 

kabupaten/kota kepada gubernur.  

Para pekerja di Indonesia mendapatkan upah sesuai 

dengan standar di setiap  masing-masing Kabupaten atau 

Kota. Upah yang akan diterima oleh pekerja/buruh terdiri 

dari beberapa komponen yang telah diatur dalam Pasal 7 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa,  

“Upah terdiri atas komponen:  

a. Upah tanpa tunjangan;  

b. Upah pokok dan tunjangan tetap;  

c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan 

tidak tetap; atau 

d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap”. 

Dengan demikian, adanya komponen mengenai upah 

pokok yang bersifat tetap atau yang disebut dengan 

tunjangan tetap. Tunjangan tetap memiliki kaitannya 

dengan pekerjaan yang diberikan perusahaan atau pemberi 

kerja untuk diberikan kepada pekerja dan keluarganya. 

Tunjangan tetap dibayarkan secara teratur dan tetap dalam 

satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok. 

Tunjangan tetap dapat diartikan sebagai tunjangan yang 

pembayarannya dilakukan dengan secara teratur dan tidak 

dikaitkan dengan kehadiran maupun pencapaian prestasi 

dalam bekerja.  

Upah pokok yang diterima pekerja tentunya sudah 

sesuai dengan standar upah yang telah ditetapkan. Dalam 

hal ini pemerintah melakukan penetapan upah 

menggunakan formula perhitungan upah minimum yang 

diatur dalam Pasal 88D ayat (2) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian 

Ketenagakerjaan yaitu “Formula perhitungan upah 

minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

variabel pertumbuhan  ekonomi atau inflasi”. Selain itu 

formula perhitungan upah minimum tersebut dijelaskan 



secara rinci dalam Peraturan Pemerintah yang telah 

ditetapkan. Formula perhitungan dalam pasal tersebut 

digunakan untuk menentukan ketentuan mengenai upah 

minimum. 

Ketentuan formula mengenai upah minimum secara 

rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan. Hal ini terdapat pada Pasal 26 

ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 

yaitu, “Nilai Upah minimum tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula 

penyesuaian nilai Upah minimum sebagai berikut: 

UM(t+1) = UM(t) +    Max(PE(t),Inflasit(t)) x     

  
batas atas(t)- UM(t)

batas atas (t)- Batas bawah(t)
    x UM(t)  

Perhitungan menggunakan formula akan digunakan 

terlebih dahulu sebelum dapat menentukan upah minimum 

kabupaten/kota yang sudah didasarkan dengan kebutuhan 

hidup layak. Kebutuhan hidup layak melalui pengupahan 

digunakan untuk melindungi hak dari pekerja. 

 

Kebijakan mengenai pengupahan untuk melindungi hak 

dari para pekerja terdapat dalam Bab IV Undang-Undang 

Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengenai 

Ketenagakerjaan bagian kedua Pasal 88 ayat (2) yang 

merubah Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan 

bahwa: “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan 

pengupahan nasional sebagai salah satu upaya 

mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”. Dalam peraturan tersebut dirasa 

kurang memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini 

dikarenakan tidak diatur mengenai perlindungan upah bagi 

beberapa pekerja seperti pekerja kontrak, pekerja 

outsourcing, pekerja harian, serta pekerja dari sektor 

informal yang mengkhawatirkan akan adanya angka 

tambahan untuk pengangguran.  

 

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas diperlukan 

solusi-solusi yang diberikan guna menjawab ketimpangan 

tersebut. Mendapat perlakuan hukum yang sama 

merupakan salah satu tugas keadilan yang harus 

ditegakkan oleh negara. Sesuai dengan yang tertulis dalam 

konstitusi, bahwa konstitusi telah menjamin keadilan yang 

akan diwujudkan kepada masyarakat. Selain di dalam 

kontitusi, upaya penegakan keadilan juga dimaksudkan 

dalam berbagai peraturan turunanya seperti pada Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, dimana dalam peraturan ini mencoba melindungi 

hak-hak asasi manusia yang seringkali mengalami 

pelanggaran oleh masyarakat. Kemuidan, di dalam 

peraturan lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on 

Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang 

Hak-hak Sipil dan Politik). 

 

Solusi pertama yang dapat diberikan dari permasalahan 

tersebut adalah berupaya untuk menciptakan regulasi yang 

mampu mengintervensi dan memberikan pengawasan 

dalam upaya mewujudkan hubungan kerja yang adil 

kepada kedua pihak. Pemerintah harus turut andil dalam 

meberikan perlindungan kepada para pekerja dan kepada 

pihak yang terlibat aktif dalam hubungan ketenegakerjaan, 

hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan kepada 

pemberi kerja maupun para pekerja dalam pelaksanakan 

hak dan kewajibannya. Penyampaian kebebasan 

berpendapat juga harusnya diperbolehkan, tentu hal ini 

menjadi salah satu untuk menyuarakan aspirasi para 

pekerja yang merasan hak-haknya dikurangi atau 

dilanggar. Terkait kebebasan tenaga kerja dalam 

penyampaian aspirasinya telah dijamin dalam Pasal 28 E 

ayat (3) UUD 1945 secara konstituonal yang berbunyi 

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpu; 

dan mengeluarkan pendapat”. Makna dalam pasal ini yaitu 

setiap orang siapapun itu memiliki hak untuk menyuarakan 

aspirasinya. Dengan demikian, para pekerja juga termasuk 

setiap orang yang berhak atas kebebasan berpendapat 

sesuai apa yang dijaminkan dalam konstitusi atau UUD 

1945. 

 

Para buruh memiliki serikat buruh atau federasi maupun 

kofederasi yang bertujuan melindungi dan memberikan 

hak pembelaan yang berupaya memberikan kesejahteraan 

bagi pekerja dan keluarganya. Dalam mencapai tujuuan 

tersebut, peraturan perundangan telah mengatur mengenai 

serikat pekerja yaitu dala, Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

Serikat Pekerja adalah apa yang dibentuk dari, untuk dan 

oleh para pekerja baik yang berada di perusahaan maupun 

yang berda diluar perusahaan. Serikat pekerja memiliki 

sifat yang demokratis dan berusaha memperjuangkan 

maupun melindungi hak para pekerja. Hal ini menjadi 

salah satu solusi yang mampu mengurangi pelanggaran 

hak para pekrja baik di perusahaan maupun di luar 

perusahaan.  

 

Pada umumnya, pekerja memiliki hak-hak dasar yang 

harus dijamin dalam pelaksananya penerapan hak tersebut 

ditentukan oleh perkembangan faktor-faktor seperti 

keadaan ekonomi, sosial budaya dan output masyarakat 

yang bertrmpat tinggal di dalam penerapan tersebut. Hak-

hak tersebut antara lain : 

• Hak atas Pekerjaan 

Hak atas pekerjaan telah dicantumkan dalam konstitusi 

negara kita, yaitu dalam UUD 1945 yang menjamin atas 

hak pekerjaan yang dimiliki setiap orang, hal ini dapat 

dilihat pada Pasal 27 ayat (2) yang menjelaskan bahwa 

setiap warga negara memiliki ha katas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak selayaknya manusia. Jaminan 

hak-hak tersebut termasuk dalam upaya pemerintah untuk 

mengupayakan keadilan yang setara kepada setiap 

masyarakat, sehingg akebutuhan dasar yang diperlukan 

masyarakat mampu terpenuhi dengan layak. 

• Hak atas Pemberian Upah yang Adil 

Upah atau hak yang dterima pekerja atas kewajiban yang 

mereka kerjakan sudah selayaknya dapat diberikan sesuai 

dengan apa yang dikerjakan. Setiap orang maupun para 

pekerja memiliki hak atas pemberian upah yang layak 

yang mampu mencukup kebutuhannya. 

• Hak untuk Berserikat dan Berkumpul 

Hak dasar yang ketiga ini, telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa para pekerja memiliki hak untuk memberikan 

aspirasinya dan bebas membentuk serikat yang berguna 

memperjuangkan hak-haknya di dalam bekerja dan 

menjadi salah satu pembaharuan hukum ketenagakerjaan 

yang berupaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi 

manusia.  



• Hak atas Perlindungan Rasa Aman dan 

Kesehatan. 

Rasa aman dan jaminan kesehatan memang selayaknya 

hrus diberikan kepada pekerja, jaminan ini harus mutlak 

sejak awal menjadi tanggungjawab perusahaan karena 

dalam bekerja banyak risiko yang timbul mengancam 

keamanan dan kesehatan. 

• Hak Mendapat Perlakuan yang Sama 

Pemberian perlakuan yang sama bagi pekerja merupakan 

salah satu keinginan para pekerja, di dalam bekerja tidak 

boleh ada diskrimasi baik dari suku, bentuk fisik atau pun 

yang lainnya. Semua hwruslah diperlakukan secara sama 

dan adil selayaknya pekerja. Begitu pula dalam 

penyelesaian perkara atau perselisihan haruslah 

diselesaikan dengan adil tanpa memandang siapa yang 

berbuat salah apakah kedudukan atau jabatannya lebih 

tinggi. Hak-hak dasar ini yang harus benar-benar dipenuhi 

oleh negara kepada warga negaranya agar terselenggara 

kesejahteraan masyarakat seperti apa yang dicita-citakan 

negara.  

 

PEMBAHARUAN HAK-HAK PEKERJA DALAM 

PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA 

Tanggung jawab negara dalam memenuhi hak setiap 

warga negaranya adalah sebuah kewajiban yang ahrus 

dipenuhi. Berdasarkan permasalahan diatas yang 

sebelumnya telah dijelaskan. Menurut penulis perlu 

melakuan pembaharuan atau perubahan terkait kebijakan 

dalam pemenuhan hak tersebut.  

 

Terdapat beberapa hak yang harus diperbarui aatu 

dilakukan perubahan. Contohnya Hak Keamanan, 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di dalam bekerja 

seringkali timbul permasalahan yang menyangkut rasa 

tidak aman dalam bekerja, rasa tidak aman tersebut 

disebabkan kurang tanggungjawabnya pemenuhan hak 

dasar dari perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja 

yang harus dijamin.  Sudah semestinya, pengusaha 

memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya 

perlindungan atas kesehatan, keselamatan dan 

kesejahteraan bagi para pekerja di tempat kerjanya. 

 

Pembaruan yang diperlukan yaitu adanya jaminan yang 

akurat yang diberikan ketika karyawan akan bekerja, dan 

diberikan pengawasan yang lebih agar keselamatan 

pekerja terjamin. Pihak pengusaha yang mempekerjakan 

100 (serratus) atau lebih pekerja yang terlibat dalam 

pekerjaan/kegiatan berisiko tinggi, maka harus 

menetapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja yang sesuai dengan persyaratan hukum. Perwakilan 

pekerja harus menyetujui sistem manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja di tempat kerja; yang juga harus 

dijelaskan kepada semua pekerja, pemasok, dan 

pelanggan. Kementerian Ketenagakerjaan harus 

mengawasi penerapan sistem tersebut, serta mengevaluasi 

dan menilai sistem tersebut secara berkala. Kemudian, 

mengenai kesehatan juga harus terjamin dengan 

didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja benar-

benar terjamin hak-hak dasarnya. Hal ini sesuai apa yang 

diatur dalam UU Ketenagakerjaan tahun 2003, yang 

menjelaskan setiap pekerja berhak mendapatkan 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

Kemudian, mengenai hak upah yang seringkali dilangar 

dalam pemberiannya karena tidak mengacu pada peraturan 

yang ada, disarankan untuk melakukan perjanjian kerja 

sejak awal agar pemberian upah dapat terlaksana 

sebagaimana mestinya sesuai dengan jumlah tenaga yang 

dikerjakan. Pemerintah wajib membuat aturan baru 

mengenai upah buruh hal ini bertujuan mendorong 

produktifitas perusahaan agar dapat memberikan kepastian 

hukum untuk para karyawannya dalam pemberian upah. 

Selanjutnya, mengenai hak izin sakit di perusahaan 

seringkali dipersulit dengan alasan sakit ringan. Padahal 

Undang-undang telah mengatur izin sakit karyawan dalam 

pasal 39 UU Ketenagakerjaan yang memperbolehkan 

karyawan untuk mengajukan izin sakit dan berlaku juga 

bagi perempuan yang sedang haid hari pertama dan kedua 

tanpa mengkhawatirkan upah. Namun, dalam realitanya 

perusahaan lupa akan aturan tersebut dan tidak 

memberikan izin pada karyawannya tersebut. Memang 

sejuah ini sangat diperlukan regulasi baru yang berisi 

aturan yang dapat menginvensi perusahaan-perusahaan 

agar taat dan patuh pada peraturan perundangan ini. 

KESIMPULAN 

Dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa 

perlindungan hukum bagi tenaga kerja menjadi kewajiban 

pemerintah dalam mengupayakan mensejahterakan 

masyarakat. Pemerintah melalui peraturan seperti UUD 

NRI 1945, UU BPJS, UU Ketenagakerjaan, dan UU Cipta 

Kerja memberikan pembinaan, pengawasan dan pelayanan 

bagi tenaga kerja serta bagi pemberi kerja atau pengusaha 

wajib mengikuti aturan hukum yang ada. Namun, dengan 

hadirnya UU Cipta Kerja belum dapat memberikan 

perbaikan pada peraturan sebelumnya dikarenakan kurang 

mendukung hak-hak bagi pekerja seperti Upah, Sistem 

Waktu Kerja, dan Pesangon. Berbagai permasalahan yang 

timbul dalam hubungan kerja seringkali melanggar hak-

hak para pekerja maupun pemberi kerja, permasalahan 

tersebut dapat diatasi dengan pemberian regulasi yang 

lebih mengintervensi dan memberikan pengawasan 

terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pekerja dan 

pemberi kerja. Kebebasan berpendapat maupun berserikat 

juga menjadi salah satu solusi yang diberikan kpeada 

pekerja yang merasa lemah dan merasa hak-nya telah 

dilanggar oleh para pemberi kerja. Kebebasan berserikat 

tersebut direalisasikan dalam UU No 21 Tahun 2000 

Tentang Serikat Pekera/Serikat Buruh yang memiliki 

tujuan untuk melindungi dan memberikan hak pembelaan 

yang berupaya memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan 

keluarganya. Hak-hak dasar pekerja juga wajib menjadi 

kewajiban yang harus dipenuhi negara untuk menjamin 

kesejahteraan dan kelansungan hidup para pekerja, hak-

hak tersebut antara lain hak atas pekerjaan yang layak, hak 

atas pemberian upah yang setara dan adil, hak untuk 

berserikat dan berkumpul, hak untuk terjaminnya 

keamanan dan kesehatan serta hak untuk mendapat 

perlakuan yang sama baik di mata hukum maupun di 

tempat bekerja. 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3989. 
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